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ABSTRAK 

Implementasi Kebijakan Perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat 

Di Asrama Haji Bekasi 

(Studi Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 - 2025) 

 

Dwi Isti Anggraini, R. N. Afsdy Saksono 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

dwiistianggraini@gmail.com  

 

 

Lemahnya penjagaan ketertiban area, pengaturan jemaah yang keluar/masuk area 

dan pengawasan terhadap barang bawaan jemaah sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan 

Umrah menunjukkan implementasi kebijakan perlindungan jemaah haji di Asrama 

Haji Bekasi belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor 

belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan jemaah haji Provinsi Jawa 

Barat di Asrama Haji Bekasi dan merumuskan strategi optimalisasi implementasi 

kebijakan perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi. 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi 

kasus pada penyelenggaraan haji tahun 2023 – 2025 di Asrama Haji Bekasi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada 12 key 

informant dari Asrama Haji Bekasi; Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas 

I Bandung; Polres Bekasi Kota; Kementerian Agama Kota Bekasi; Koperasi 

Asrama Haji Bekasi; Jemaah haji Provinsi Jawa Barat tahun 2023 – 2025 dan telaah 

dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab belum 

optimalnya implementasi kebijakan perlindungan jemaah haji Provinsi Jawa Barat 

di Asrama Haji Bekasi yaitu: (1) ketersediaan regulasi, (2) ketersediaan sumber 

daya, (3) sikap pelaksana, (4) komunikasi kebijakan, (5) koordinasi pelaksanaan 

dan (6) sikap jemaah haji. Dirumuskan lima strategi untuk menjadikan 

implementasi kebijakan perlindungan jemaah haji Provinsi Jawa Barat di Asrama 

Haji Bekasi lebih optimal berdasarkan hasil analisa sebagai berikut: (1) pembuatan 

Pos Silaturahim, (2) penataan tenaga musiman, (3) peningkatan frekuensi 

penyampaian pesan, (4) penambahan kamera CCTV dan (5) pemasangan monitor 

CCTV di Pos Keamanan. 
 

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Jemaah Haji, Asrama Haji Bekasi 
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ABSTRACT 

Implementation of Protection Policy for Hajj Pilgrims from West Java 

Province at the Bekasi Hajj Dormitory 

(Case Study on Hajj Implementation in 2023 - 2025) 

 

Dwi Isti Anggraini, R. N. Afsdy Saksono 

NIPA School of Administration 

dwiistianggraini@gmail.com 
 

The weak enforcement of area order, the regulation of pilgrims entering/exiting the 

area, and the supervision of pilgrims' belongings, as mandated in Law Number 8 of 

2019 concerning Hajj and Umrah Organization, indicate that the implementation of 

the Hajj pilgrim protection policy at the Bekasi Hajj Dormitory has not been optimal. 

This research aims to explore the factors contributing to the non-optimal 

implementation of the protection policy for Hajj pilgrims from West Java Province 

at the Bekasi Hajj Dormitory and to formulate strategies for optimizing the 

implementation of the Hajj Pilgrim protection policy for West Java Province at the 

Bekasi Hajj Dormitory. The research was conducted using a qualitative approach 

and a case study method on the Hajj implementation in 2023 – 2025 at the Bekasi 

Hajj Dormitory. Data collection was carried out through in-depth interviews with 

12 key informants from the Bekasi Hajj Dormitory; Class I Health Quarantine 

Center (BKK Kelas I) Bandung; Bekasi City Resort Police (Polres Bekasi Kota); 

Bekasi City Ministry of Religious Affairs; Bekasi Hajj Dormitory Cooperative; 

Hajj Pilgrims from West Java Province for the years 2023 – 2025; and document 

review. The results show that the factors causing the non-optimal implementation 

of the Hajj pilgrim protection policy for West Java Province at the Bekasi Hajj 

Dormitory are: (1) availability of regulations, (2) availability of resources, (3) 

attitude of implementers, (4) policy communication, (5) implementation 

coordination, and (6) the attitude of the Hajj pilgrims. Five strategies were 

formulated to make the implementation of the Hajj pilgrim protection policy for 

West Java Province at the Bekasi Hajj Dormitory more optimal based on the 

analysis results: (1) establishing a Pos Silaturahim, (2) regulating seasonal workers, 

(3) increasing the frequency of message delivery, (4) adding CCTV cameras, and 

(5) installing a CCTV monitor at the Security Post. 

Keywords: Policy Implementation, Hajj Pilgrims, Bekasi Hajj Dormitory 
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BAB I  

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan Ibadah haji adalah salah satu kegiatan keagamaan terbesar di 

dunia yang mengumpulkan jutaan umat Muslim dari berbagai negara. Di tengah 

keragaman jemaah haji dan kerumunan yang padat, tantangan terbesar adalah menjaga 

keselamatan serta mengatur pergerakan jemaah haji dalam waktu yang singkat di area 

terbatas seperti Masjidil Haram dan tempat-tempat suci lainnya. Meskipun inti haji 

adalah ibadah, keselamatan jemaah haji tetap menjadi prioritas, yang memerlukan 

perencanaan matang, koordinasi yang solid antara petugas keamanan, layanan 

kesehatan, serta dukungan teknologi dan layanan lainnya (Al-thaqafi, 2025). Keamanan 

jemaah haji merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji yang 

upayanya dilakukan sejak sebelum jemaah tiba di Tanah Suci. 

Beberapa negara dengan populasi Muslim besar telah mengembangkan sistem 

perlindungan keamanan jemaah haji. Di Pakistan, pemerintah melalui Kementerian 

Urusan Agama Pakistan meluncurkan aplikasi seluler “Pak Hajj 2025” untuk memandu 

dan memfasilitasi jemaah haji dengan fitur jadwal latihan haji, detail penerbangan dan 

bantuan navigasi. Dengan fitur tersebut menyediakan peta lokasi dan rute penting di 

Makkah dan Madinah yang dirancang khusus untuk membantu jemaah haji menavigasi 

rute yang padat dan lokasi-lokasi penting selama ibadah haji (Khurram, 2025). 

Pemerintah Bangladesh meningkatkan pemantauan dan dukungan jemaah haji di Arab 

Saudi dengan mendirikan Pusat Manajemen Haji di Ashkona, Makkah, dan Madinah 

dan memperkenalkan aplikasi seluler yang menyediakan pelacakan barang hilang, 

bantuan medis, penanganan keluhan, dan informasi real-time (Habib, 2025). 

Pelaksanaan keamanan bagi jemaah haji Malaysia diutamakan melalui rapat koordinasi 

antara Tabung Haji dengan Kerajaan Arab Saudi, diikuti dengan pembekalan kursus 

persiapan untuk petugas dan manasik haji untuk jemaah sebelum berangkat ke Tanah 

Suci (Fadli, 2024). 
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Implementasi kebijakan dari ketiga negara menunjukkan bahwa bentuk 

perlindungan keamanan jemaah haji melingkupi pengamanan fisik, sosialisasi kebijakan 

untuk petugas dan jemaah, pengembangan sistem informasi, dan koordinasi lintas 

negara. Sejalan dengan upaya tersebut, Indonesia sebagai negara pengirim jemaah haji 

terbesar di dunia juga berupaya untuk memperkuat sistem perlindungan kepada jemaah 

haji sebelum, selama dan setelah jemaah haji dan petugas haji melaksanakan ibadah haji.  

Perlindungan jemaah merupakan bagian dari aspek penyelenggaraan haji selain 

pembinaan dan pelayanan. Perlindungan jemaah dijelaskan melalui Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal 41 

menyebutkan bahwa perlindungan kepada jemaah haji mencakup perlindungan sebagai 

Warga Negara Indonesia, perlindungan hukum, perlindungan keamanan, dan 

perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. Pasal 42 ayat (3) secara jelas menyebut 

bahwa masa perlindungan dimulai saat jemaah memasuki asrama haji untuk 

pemberangkatan dan berakhir ketika jemaah keluar dari asrama haji untuk kepulangan. 

Asrama Haji sebagai tempat awal dan akhir pergerakan jemaah berfungsi sebagai 

pusat transit, pemeriksaan, pembinaan akhir, serta persiapan keberangkatan jemaah ke 

Arab Saudi. Karena itu, Asrama Haji memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa 

aspek perlindungan terhadap jemaah terpenuhi sejak dari tanah air. Lingkup 

perlindungan keamanan di Asrama Haji didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 24 ayat (5) 

dijelaskan bahwa perlindungan keamanan mencakup pengamanan terhadap barang 

bawaan jemaah, perlindungan fisik, serta jaminan keselamatan jiwa. Tugas 

perlindungan keamanan jemaah haji juga dibakukan melalui Pedoman Penyelenggaraan 

Layanan Haji dalam Negeri nomor MORA.09.04.CFM.02 yang dikeluarkan Petugas 

Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Jawa Barat yaitu: (1) Menjaga ketertiban 

Area di Asrama Haji, (2) Mengatur jemaah dan petugas yang keluar/ masuk Asrama 

Haji, (3) Menjaga keamanan barang jemaah haji dan petugas yang berada dalam Asrama 

Haji, (4) Mengatur lalu lintas area parkir Asrama Haji, dan (5) Menampung pengaduan 

dan memroses kejadian/ kasus-kasus kehilangan dalam Asrama untuk selanjutnya 

bekerjasama dengan pihak berwajib untuk penyelesaiannya. 
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Provinsi Jawa Barat secara konsisten menjadi penyumbang jemaah haji terbanyak di 

Indonesia. Berdasarkan data resmi, jumlah jemaah haji asal Jawa Barat tercatat 

sebanyak 38.296 orang pada tahun 2023 (terdiri dari 36.361 jemaah reguler dan 1.935 

jemaah lansia), meningkat menjadi 38.261 orang pada tahun 2024 (36.325 reguler dan 

1.936 lansia), serta sebanyak 38.230 orang pada tahun 2025 (36.295 reguler dan 1.935 

lansia). Sejalan dengan kebijakan nasional, sejak tahun 2023 hingga 2025, Kementerian 

Agama mengusung tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas dalam penyelenggaraan 

ibadah haji (Azhar, 2024) (Vitiara, 2024). Tingginya jumlah jemaah, terutama yang 

lansia, menuntut kesiapan Asrama Haji Bekasi tidak hanya dalam penyediaan fasilitas 

akomodasi, tetapi juga dalam hal jaminan keamanan jemaah. Tabel ini memberikan 

gambaran mengenai distribusi kuota haji yang telah ditentukan oleh pemerintah tiap 

Provinsi. 

Tabel 1.1. Lima Provinsi dengan Kuota Terbesar Jemaah Haji Reguler  

dan Prioritas Lansia Periode 2023–2025 

No Provinsi Tahun Reguler Lansia Jumlah 

1 Jawa Barat 2023 

2024 

2025 

36.361 

36.325 

36.295 

1.935 

1.936 

1.935 

38.296 

38.261 

38.230 

2 Jawa Timur 2023 

2024 

2025 

33.035 

33.301 

33.055 

1.758 

1.758 

1.758 

34.793 

35.059 

34.813 

3 Jawa Tengah 2023 

2024 

2025 

28.494 

28.510 

28.524 

1.519 

1.519 

1.519 

30.013 

30.029 

30.043 

4 Banten 2023 

2024 

2025 

8.884 

8.877 

8.862 

472 

472 

472 

9.356 

9.349 

9.334 

5 Sumatera 

Utara 

2023 

2024 

2025 

7.817 

7.815 

7.797 

416 

416 

416 

8.233 

8.231 

8.213 

Sumber: Keputusan Menteri Agama RI Nomor 189 Tahun 2023 (2023), Keputusan 

Menteri Agama RI Nomor 1005 Tahun 2023 (2023), dan Keputusan 

Menteri Agama RI Nomor 1196 Tahun 2024 (2024) 

 

Pengamanan area Asrama Haji merupakan kewajiban seluruh bidang PPIH, dengan 

tanggung jawab utama berada di bawah PPIH Bidang Keamanan. Bidang Keamanan 

beroperasi melalui kolaborasi berbagai lembaga untuk memastikan efektivitas tugas, 
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yang pelaksananya terdiri dari unsur internal yaitu Satpam Asrama Haji dan unsur 

eksternal seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Satuan Lalu Lintas 

(Satlantas), Komando Rayon Militer (Koramil), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 

PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pemadam Kebakaran, dan Kelompok Sadar 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas). 

Dari sisi tata kelola keamanan pada pelaksanaan operasional haji Asrama Haji Bekasi 

telah menerapkan sistem ring dengan tingkat akses dan pembatasan yang berbeda untuk 

memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah. Pembagian area tersebut adalah 

sebagai berikut: (1) RING-I: Daerah Terlarang (Steril): merupakan zona paling ketat 

(area pemberangkatan jemaah) dengan akses terbatas hanya untuk petugas dan jemaah 

yang memiliki izin khusus; (2) RING-II: Daerah Terbatas: diperuntukkan sebagai 

tempat istirahat jemaah, di mana pengantar dan mitra kerjasama dilarang masuk ke area 

ini; (3) RING-III: area dengan akses yang lebih luas, namun tetap dibatasi untuk 

menghindari kerumunan yang dapat mengganggu kelancaran operasional haji. Di area 

ini, mitra kerjasama dapat menjual kebutuhan haji kepada jemaah; dan (4) RING-IV: 

area dengan akses paling bebas, yang dapat digunakan oleh pengantar dan pihak luar 

dalam batas yang telah ditentukan. Berikut disampaikan pembagian area di Asrama Haji 

Bekasi pada operasional haji: 

Tabel 1.2 Pembagian Area Asrama Haji Bekasi 

No Area Keterangan Lokasi 

1 RING-I Daerah Terlarang (Steril), Boarding Area Aula 

Muzdalifah, halaman dan tempat parkir pemberangkatan 

bus Jemaah 

2 RING-II Daerah Terbatas Gedung Muzdalifah, Mina A, B, C, D 

dan E yang digunakan untuk istirahat jemaah haji 

3 RING-III Halaman depan Gedung Utama 

4 RING-IV Depan gerbang Asrama Haji dan parkir belakang luar 

Sumber: Laporan Bidang Keamanan Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan 

PPIH Embarkasi-Debarkasi Jakarta-Bekasi 2024 (2024) 
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Gambar 1.1 Denah Pembagian Area Asrama Haji Bekasi 

 

Sumber: Diolah Peneliti, 2025 

Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan keamanan jemaah di Asrama Haji 

Bekasi selama periode 2023 – 2025 dinilai belum optimal, terutama dalam pelaksanaan 

penjagaan ketertiban Area di Asrama Haji, pengaturan jemaah yang keluar/ masuk 

Asrama Haji, dan penjagaan keamanan barang jemaah haji yang berada dalam Asrama 

Haji. Berbagai kejadian yang terjadi pada periode tersebut mencerminkan masih 

lemahnya penerapan pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. 

Pelaksanaan penjagaan ketertiban area di Asrama Haji Bekasi masih menghadapi 

berbagai kendala. Terdapat praktik penukaran mata uang asing secara ilegal oleh 

petugas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), yakni KBIH Al-Hamidiyah 

Cikarang pada 1 Juni 2023 dan KBIH Samsul Huda Kabupaten Bogor pada 9 Juni 2023. 

Aktivitas tersebut dilakukan di Gedung Mina A dan Gedung Muzdalifah, yang 

merupakan bagian dari Ring II atau kawasan terbatas yang semestinya hanya dapat 

diakses oleh jemaah dan petugas resmi. Bahkan, sejumlah petugas KBIH dilaporkan 

sempat bermalam di kamar jemaah, yang jelas melanggar ketentuan. Sementara pada 
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tahun 2025, persoalan yang sama kembali terjadi. terlihat bahwa pengunjung masih 

ditemukan memasuki area penginapan – Area Terbatas (Ring II), dan pengantar 

berkumpul di sekitar Area Steril (Ring I). 

Gambar 1.2 Pengunjung di Gedung Penginapan 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025 

Gambar 1.2 merupakan dokumentasi yang diambil oleh peneliti pada Fase 

Pemberangkatan (Embarkasi) tanggal 30 Mei 2025, berdasarkan jadwal kedatangan 

jemaah dari Kementerian Agama Wilayah Jawa Barat merupakan jemaah Kloter 57 asal 

Kab. Tasikmalaya yang ditempatkan di Gedung Mina A. Terlihat bahwa masih terdapat 

pengunjung yang memasuki Area Penginapan - Area Terbatas (Ring II). Padahal 

berdasarkan ketentuan yang berlaku, area tersebut hanya diperuntukkan bagi jemaah 

dan petugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatasan akses ke area terbatas belum 

terlaksana secara optimal. 

Gambar 1.3 Pengunjung di Area Steril – Aula Kedatangan & Aula Keberangkatan 
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Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025 

Pada gambar 1.3 merupakan dokumentasi yang diambil oleh peneliti yang 

memperlihatkan beberapa kejadian pelanggaran terhadap ketentuan Area Steril (RING 

I) yang melingkupi Boarding Area, halaman dan tempat parkir pemberangkatan bus 

jemaah. Pelanggaran terjadi saat Fase Kedatangan (Embarkasi), seperti pada tanggal 1 

Mei 2025 dimana berdasarkan jadwal kedatangan jemaah dari Kementerian Agama 

Wilayah Jawa Barat Kloter 1 Kota Bekasi dan tanggal 31 Mei 2025 merupakan Kloter 

61 Kota dan Kab. Bandung di mana banyak pengantar memasuki area. Serta pada Fase 

Pemulangan (Debarkasi) 17 Juni 2025 saat jemaah Kloter 11 Kota Bekasi, banyak 

penjemput memasuki Area Penerimaan Jemaah. Secara keseluruhan, kondisi ini 

menunjukkan bahwa pembatasan akses ke area steril belum terlaksana secara optimal. 

Pengaturan jemaah yang keluar/ masuk Area Asrama Haji juga terdapat beberapa 

kendala. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 44 tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji, Asrama Haji Bekasi 

selama penyelenggaraan haji berfungsi sebagai perpanjangan dari Bandara Internasional 

dan rangkaian kegiatan CIQ (Customs, Immigration and Quarantine) yang dilakukan 

oleh Bea Cukai, Imigrasi dan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Bandung. 

Sehingga setelah jemaah haji melalui proses penerimaan ditempatkan di RING-II Area 

Penginapan dan tidak diperkenankan keluar area maupun menerima kunjungan hingga 

waktu keberangkatan. 

Asrama Haji Bekasi memiliki foodcourt/ kantin yang berada di luar Area 

Penginapan yang sering dimanfaatkan jemaah untuk membeli makanan di luar katering 
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resmi atau menerima kunjungan dari keluarga. Namun, berdasarkan Surat dari PPIH 

Bidang Kesehatan Nomor: KL.02.02/C.X.5/1451/2024 tanggal 20 Mei 2024, hasil usap 

alat, usap tangan, dan pemeriksaan sanitasi katering Kantin di Asrama Haji Bekasi tidak 

memenuhi standar kesehatan. Oleh karena itu, PPIH merekomendasikan agar: 

a) Jemaah haji hanya diperbolehkan mengonsumsi makanan yang disediakan 

oleh Katering resmi Embarkasi Bekasi; 

b) Membatasi akses atau sebaiknya meniadakan kantin/ warung yang berada di 

lingkungan Asrama Haji Bekasi karena hasil pengawasan kantin/ warung 

tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan; 

c) Perlu ditetapkan wilayah steril sehingga jemaah tidak dapat bertemu langsung 

dengan pengunjung dari luar asrama yang dapat menjadi risiko penularan 

penyakit; 

d) Tidak menerima makanan dari luar termasuk yang dibawa oleh pengunjung 

dari luar. 

Gambar 1.4 Jemaah Mengonsumsi Makanan Di Kantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025 

Gambar 1.4 merupakan dokumentasi yang diambil oleh peneliti pada tanggal 6 Mei 

2025. Berdasarkan hasil pengamatan, menunjukkan bahwa masih terdapat jemaah yang 
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mengonsumsi makanan dari luar katering resmi, serta menerima kunjungan di area 

kantin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan keluar-masuk jemaah di Area 

Asrama Haji Bekasi belum terlaksana secara optimal. 

Penjagaan keamanan barang jemaah haji yang berada dalam Asrama Haji juga 

masih menghadapi berbagai kendala. Keamanan barang bawaan jemaah haji merupakan 

salah satu aspek penting dalam upaya perlindungan keamanan selama berada di Asrama 

Haji. Mengingat jumlah jemaah yang sangat besar dan mobilitas yang tinggi, potensi 

terjadinya kehilangan barang pribadi seperti telepon genggam, dompet, uang atau 

dokumen perjalanan cukup besar. PPIH Bidang Keamanan memiliki tanggung jawab 

untuk memastikan setiap area Asrama Haji terpantau dengan baik, terutama di tempat-

tempat yang menjadi titik aktivitas jemaah haji. 

Berdasarkan Laporan Evaluasi Bidang Keamanan PPIH Provinsi Jawa Barat tahun 

2023, tercatat kejadian berupa penangkapan langsung terhadap seorang tenaga musiman 

yang kedapatan mencuri telepon genggam di ruang dokumen lantai 2 Aula Arafah pada 

12 Juni 2023. Sementara itu, pada tahun 2024, berdasarkan Laporan Evaluasi Bidang 

Keamanan PPIH Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, insiden kehilangan telepon genggam 

kembali terulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penjagaan keamanan barang jemaah 

haji yang berada dalam Asrama Haji belum terlaksana secara optimal. 
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Tabel 1.3 Kasus Pidana Pada Penyelenggaraan Haji 

No

. 

Tanggal Kasus / 

TKP 

Uraian Tindakan Ket 

1 2 3 4 5 6 

1. 12 Juni 

2023 

Pkl 06.30 

Pencurian 

HP 

Terjadi Curi HP merk 

Xiaomi-4 saat sedang di 

charge di ruang dokumen 

Lantai 2 Aula Arafah, 

-Tsk di 

BAP 

- Tsk 

keluar dari 

Temus 

Giat Haji. 

Musyawarah 

kedua pihak/ 

tidak proses 

hukum. 

2 11 Juli 

2024  

Pkl 00.30  

Kehilangan 

HP di Aula 

Arafah 

Kehilangan HP milik 

jemaah Haji Kloter 39 

Garut, di Aula Arofah saat 

persiapan kembali ke Garut 

(Debarkasi), , namun telah 

ditemukan kembali 16 Juli 

2024 pkl 20.00 dan sudah 

diserahkan kepada pemilik. 

- Lidik 

keberadaan 

HP sd 

ditemukan 

kembali. 

- Tsk 

keluar dari 

Temus 

Giat Haji. 

Situasi umum 

fase pemula-

ngan jemaah 

lancar aman 

TKA. 

Sumber: Laporan Evaluasi Bidang Keamanan PPIH Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 

(2023), Laporan Evaluasi  Bidang Keamanan PPIH Provinsi Jawa Barat Tahun 

2024 (2024) 

Evaluasi pelaksanaan operasional haji tahun 1445H/2024M pada 4–6 Agustus 2024 

menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan haji di Asrama Haji Bekasi berjalan 

dengan baik dan memuaskan. Namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu 

menjadi perhatian khususnya perlindungan keamanan jemaah haji. Beberapa hal yang 

direkomendasikan untuk ditingkatkan meliputi penyediaan akses kantin khusus bagi 

jemaah serta pengawasan terhadap area di Asrama Haji perlu ditingkatkan agar tidak 

terjadi interaksi langsung antara jemaah dan pengunjung dari luar asrama. Selanjutnya, 

pada evaluasi penyelenggaraan haji tahun 1446 H/2025 M yang dilaksanakan pada 25 

Juli 2025, disampaikan bahwa masih ditemukan adanya pihak-pihak yang tidak 

berkepentingan berada di area steril pemberangkatan. 
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Dilihat dari berbagai permasalahan yang muncul, menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji 

Bekasi masih belum berjalan secara optimal. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dilakukan identifikasi masalah terkait 

implementasi kebijakan perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama 

Haji Bekasi: 

1. Pelaksanaan penjagaan ketertiban area di Asrama Haji Bekasi belum optimal, dapat 

dilihat dari petugas KBIH yang dapat memasuki area penginapan (Ring II) untuk 

melakukan praktik penukaran uang ilegal, serta pengantar jemaah yang masih 

berkumpul di Area Steril (Ring I) maupun area penginapan (Ring II). 

2. Pengaturan jemaah yang keluar/ masuk Area Asrama Haji belum optimal, dapat 

dilihat dari jemaah masih keluar dari Area Penginapan dan mengonsumsi makanan 

dari TPP/ kantin yang tidak memiliki rekomendasi kesehatan dan menerima 

kunjungan dari tamu/ keluarga. 

3. Pengawasan terhadap barang bawaan jemaah belum optimal, ditunjukkan dengan 

terjadinya kasus pencurian oleh tenaga musiman pada operasional haji tahun 2023 

dan 2024. 

 

C. Rumusan Permasalahan 

Dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengapa implementasi kebijakan perlindungan jemaah Haji Provinsi Jawa Barat 

di Asrama Haji Bekasi belum optimal? 

2. Bagaimana upaya optimalisasi implementasi kebijakan perlindungan Jemaah 

Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menggali faktor-faktor belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan 

Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi. 

2. Merumuskan strategi optimalisasi implementasi kebijakan perlindungan Jemaah 

Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait 

dalam pengelolaan Asrama Haji Bekasi selama operasional haji, sebagai berikut: 

1. Bagi Asrama Haji Bekasi, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan 

pengelolaan keamanan area asrama serta penataan mitra koperasi agar sesuai 

dengan regulasi yang berlaku. 

2. Bagi PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi landasan untuk meningkatkan perlindungan jemaah haji dalam 

pelaksanaan operasional haji yang akan datang.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Pada penelitian ini telah dilakukan Dari hasil penelitian implementasi kebijakan 

perlindungan jemaah haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi, peneliti menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang berkontribusi pada belum optimalnya implementasi kebijakan 

perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Ketersediaan Regulasi: pedoman pelaksanaan implementasi kebijakan 

perlindungan jemaah haji sudah didukung dengan Pedoman Tata Kelola Asrama 

Haji yang diterbitkan oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Subdirektorat 

Asrama Haji, SOP Pelayanan Keamanan Asrama Haji Bekasi, dan Prosedur Tetap 

Keamanan Asrama Haji yang mengacu pada ketentuan pembagian area keamanan 

selama penyelenggaraan haji. Namun kejelasan prosedur masih kurang dipahami 

jemaah karena tidak ada pedoman tertulis. Penerapan prosedur kerja di lapangan 

tidak konsisten akibat faktor struktural, khususnya adanya pengecualian kunjungan 

bagi tamu yang mengatasnamakan pejabat PPIH maupun pihak KBIH yang 

memiliki relasi dengan PPIH. Kondisi ini melemahkan aturan area steril dan 

menimbulkan ketidakseragaman tindakan pelaksana. Evaluasi regulasi sudah 

berjalan baik didukung perubahan sistem penerimaan jemaah ke sistem OSS. 

b. Ketersediaan Sumber Daya: jumlah pelaksana tidak efisien, terutama pelaksana 

keamanan eksternal dari unsur pokdar kamtibmas. Kompetensi petugas sebagian 

belum bersertifikasi (dari 15 pelaksana baru 11 yang sudah mendapatkan sertifikat 

gada pratama), pelatihan sudah lama (sejak tahun 2005) dan kemampuan 

mengidentifikasi pengunjung masih lemah. Ketersediaan sarana pendukung di 

Asrama Haji Bekasi masih terbatas, termasuk CCTV, monitor CCTV, pagar dan 

fasilitas lain. 
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c. Sikap Pelaksana: kepatuhan pelaksana masih ditemukan beberapa kelemahan, 

diantaranya kasus kehilangan yang dilakukan oleh tenaga musiman yang hampir 

terjadi tiap tahunnya dan sanksi yang tidak terdapat dalam dokumen tertulis. 

Diskresi pelaksana keamanan dalam memberikan akses masuk yang terlalu longgar 

sehingga tidak sejalan dengan prinsip kekarantinaan pada PMA No. 44 Tahun 2014. 

Komitmen pelaksana dari pelaksana internal cukup baik, namun pelaksana 

eksternal kerap tidak hadir karena anggapan bahwa hanya perbantuan dan kurang 

andal. Namun motivasi pelaksana tetap baik didorong dari nilai pelayanan kepada 

tamu Allah, duyufurrahman. 

d. Komunikasi Kebijakan: Media komunikasi yang dilakukan antar pelaksana melalui 

rapat koordinasi, WA Group, HT, pengarahan langsung, spanduk dan bimbingan 

manasik, namun penerimaannya di jemaah belum optimal. Frekuensi penyampaian 

pesan kepada petugas sudah cukup sering, tetapi kepada jemaah hanya sesi 

penerimaan yang dilakukan oleh Kabid Penerimaan. 

e. Koordinasi Pelaksanaan: dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan 

jemaah haji di Asrama Haji melibatkan beberapa bidang yang terlibat sehingga 

diperlukan koordinasi antar pelaksananya. Dalam hal pembagian tugas sudah jelas 

berdasarkan pedoman PPIH, komitmen pelaksana sudah terbangun dari “tidak 

membedakan warna baju” selama bertugas, forum koordinasi sudah tersedia 

melalui rapat teknis di tingkat pimpinan dan WA Group, dan kerjasama dalam 

penanganan konflik  meskipun sudah berjalan dengan baik masih ada ketimpangan 

antara pelaksana PPIH Bidang Keamanan internal dan eksternal. Pelaksana PPIH 

Bidang Keamanan internal merasa beban kerja lebih berat dan lebih diandalkan 

karena anggapan lebih menguasai area kerja. 

f. Sikap jemaah: disimpulkan bahwa tingkat kewaspadaan barang bawaan, kepatuhan 

akan peraturan dan kesadaran jemaah masih belum optimal, sehingga turut 

memengaruhi implementasi perlindungan jemaah haji di Asrama Haji Bekasi. 

 



124 

 

2. Guna mengatasi permasalahan implementasi kebijakan perlindungan jemaah haji di 

Asrama Haji Bekasi disampaikan usulan strategi sebagai berikut: 

a. Pembuatan Pos Silaturahim. Untuk menjawab kondisi pertemuan jemaah dan 

keluarga yang selama ini tidak terkontrol, peneliti membuat strategi pembentukan 

ruang khusus bagi jemaah dan pengunjung. Kehadiran pos ini memungkinkan 

proses pertemuan berlangsung secara tertib, terdokumentasi, serta memenuhi aspek 

kekarantinaan. Strategi ini selaras dengan rekomendasi hasil evaluasi 

penyelenggaraan haji 1446H/2025M oleh Inspektorat Jenderal Kementerian 

Agama, selama pelaksanaannya tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan. 

b. Penataan Tenaga Musiman. Penataan ini mencakup perbaikan mekanisme 

rekrutmen, penyesuaian jumlah tenaga musiman, serta penetapan sanksi yang lebih 

jelas dan terukur. 

c. Peningkatan Frekuensi Penyampaian Pesan dengan memberikan informasi 

tambahan kepada jemaah haji melalui pengeras suara pada waktu-waktu tertentu, 

serta pemanfaatan in-house channel yang tersedia di beberapa titik Asrama Haji 

Bekasi. 

d. Penambahan Kamera CCTV di Area Penginapan dan Titik Rawan secara bertahap, 

dengan prioritas pada area penginapan, titik-titik rawan dan di sepanjang pagar 

pembatas yang rentan menjadi akses masuk orang yang tidak berkepentingan. 

Langkah ini juga perlu dibarengi dengan perbaikan kamera yang saat ini tidak 

berfungsi. 

e. Penempatan Monitor CCTV di Pos Keamanan agar pelaksana keamanan dapat 

melakukan pemantauan secara real-time. Hal ini mendukung efektivitas 

pengawasan 24 jam yang dilakukan pelaksana keamanan 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil simpulan di atas, berikut adalah saran perbaikan yang dapat 

dipertimbangkan untuk optimalisasi implementasi kebijakan perlindungan jemaah haji 

di Asrama Haji Bekasi: 
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1. Pihak yang berperan dan kontribusi yang dibutuhkan 

a. Kepala Asrama Haji Bekasi: menetapkan kebijakan internal terkait pola 

karantina, pembatasan tamu, serta penegasan aturan area steril. Dalam upaya 

penambahan kamera CCTV dan pemasangan monitor CCTV di pos keamanan 

diperlukan dukungan sumber daya, baik dari segi anggaran, perangkat, maupun 

petugas yang kompeten untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan 

peralatan. 

b. Kabid PPIH Bidang Keamanan dan Bidang Kesehatan: membuat SOP atau 

ketentuan yang memuat diantaranya tentang kondisi yang dibolehkan untuk 

berkunjung, pendataan pengunjung, skrining kesehatan pengunjung, barang 

yang dibawa dan durasi pertemuan. Sehingga aspek kekarantinaan tetap 

terjaga. 

c. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Keuangan Asrama Haji Bekasi: dalam 

penataan tenaga musiman diperlukan aturan mengenai rekrutmen yang sesuai 

kompetensi dan kebutuhan, serta kebijakan mengenai aturan disiplin bagi 

tenaga musiman. 

d. Kepegawaian Asrama Haji Bekasi: melakukan proses rekrutmen sesuai 

kompetensi dan kebutuhan dan penegakkan aturan disiplin. 

e. Pelaksana Humas dan Resepsionis: penyediaan konten berisi pesan kebijakan 

yang disampaikan dan media komunikasi yaitu pengeras suara dan TV di area 

berkumpul jemaah di Asrama Haji. 

f. KBIH dan keluarga jemaah: mematuri aturan kunjungan di Pos Silaturahim 

2. Mekanisme untuk memastikan strategi terlaksana sesuai rencana 

Setiap strategi perlu dijabarkan ke dalam rencana aksi yang memuat target, 

indikator kinerja, penanggung jawab, alur kerja, dan batas waktu pelaksanaan. 

Dokumen rencana aksi ini menjadi acuan seluruh pelaksana untuk memastikan kegiatan 

berjalan sesuai dengan perencanaan awal. 
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